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  ABSTRAK  - berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 10 Tahun 2016, 
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan 
Nomor PM 71 Tahun 2017, telah diatur ketentuan mengenai tarif angkutan 
barang di laut dalam rangka pelaksanaan kewajiban pelayanan publik (public 
obligation service), dan dalam rangka optimalisasi pelaksanaan kewajiban 
pelayanan publik untuk angkutan barang di laut, maka perlu dilakukan 
perubahan tarif berdasarkan trayek baru yang telah ditetapkan. 
 

  - Dasar Hukum Peraturan Menteri Perhubungan ini adalah UU No. 19 Tahun 2003; 
UU No. 17 Tahun 2008; PP No. 20 Tahun 2010; PP No. 15 Tahun 2016; PERPRES 
No. 7 Tahun 2015; PERPRES No. 40 Tahun 2015; PERPRES No. 70 Tahun 2017; 
PERMENHUB No. 161 Tahun 2015; PERMENHUB No. 189 Tahun 2015; 
PERMENHUB No. 77 Tahun 2016; PERMENHUB No. 10 Tahun 2016. 
 

  - Dalam Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan atas Peraturan 
Menteri Perhubungan Nomor PM 10 Tahun 2016 tentang Tarif Angkutan Barang 
di Laut dalam rangka Pelaksanaan Kewajiban Pelayanan Publik (Public Obligation 
Service) meliputi mengubah Lampiran dalam Peraturan Menteri Perhubungan 
Nomor PM 10 Tahun 2016 tentang Tarif Angkutan Barang di Laut dalam rangka 
Pelaksanaan Kewajiban Pelayanan Publik (Public Service Obligation) (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 91) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 71 
Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan 
Nomor PM 10 Tahun 2016 tentang Tarif Angkutan Barang di Laut dalam rangka 
Pelaksanaan Kewajiban Pelayanan Publik (Public Service Obligation) (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1159. 
 

 CATATAN : -  Peraturan Menteri mi mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 15 Desember 
2017 dan ditetapkan tanggal 12 Desember 2017, dan mempunyai daya laku surut 
sejak tanggal 22 September 2017. 
Lampiran : 4 hlm. 

    
 

    
 


